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- Pelatihan Seleksi PPPK bagi formasi jabatan guru yang belum 
terakomodir dan tenaga kependidikan, baik TU, Pustakawan, 
Tenaga Laboran, Penjaga Sekolah, agar mendapat keringanan 
syarat ijasah; 

- peningkatan kesejahteraan bersumber APBN dan program 
pemerintah lain selama Pandemi Covid-19. 

c. Mendesak Pemerintah segera mengumumkan pendaftaran seleksi 1 
Juta PPPK Tahap II Tahun 2021 pada Portal SSCASN BKN sesuai 
jadwal, paling lambat pertengahan Juli 2021 dengan persyaratan yang 
lebih sederhana. 

d. Bila Formasi Honorer Non-Kategori Tenaga Kependidikan belum 
terakomodir pada Rekrutmen 1 Juta PPPK  Tahun 2021, mendorong 
pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang Formasi Tenaga 
Kependidikan sehingga dapat mengikuti Rekrutmen PPPK pada 
Tahun APBN 2022-2023. 

10. Dr. Mohammad Fatah, MPd., (Persatuan Guru Seluruh Indonesia), 
menyampaikan pendapat dan masukan antara lain:  
a. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk tidak membedakan 

(kastanisasi) perlakuan antara Guru Pegara Negeri dan Guru Swasta. 
b. Terkait dengan pengangkatan GTK sebagai ASN, mendesak 

Pemerintah agark: 
- guru sekolah dan madrasah swasta bersertifikat pendidik yang 

sudah menjadi ASN tetap ditempatkan di sekolah swasta dan 
madrasah swasta asalnya.  

- pengangkatan guru swasta menjadi ASN dilakukan berdasarkan 
perhitungan masa kerja sebagai bentuk penghargaan negara 
kepada pengabdian guru. 

- setiap kebijakan rekrutmen CPNS-ASN selalu memberikan kuota 
bagi guru sekolah swasta dan madrasah swasta.  

11. Nunik Nugrohaningsih, (Forum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia), 
menyampaikan dorongan kepada Pemerintah untuk membuka formasi 
Guru K2 dan Tenaga Kependidikan pada seleksi tahun 2021 dengan 
pertimbangan usia dan lama pengabdian. 

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para 
narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan 
pandangan antara lain mendesak pemerintah untuk:  

1. memberikan penjelasan mengenai verifikasi usulan formasi dari Pemda 
oleh KemenPAN-RB yang tidak sesuai usulan dan jumlah formasinya 
jauh dari jumlah riil guru honorer di daerah. 

2. memberikan kepastian pada seleksi PPPK tahap II dengan menerbitkan 
surat resmi dari kementerian terkait. 

3. mendorong Kemendikbud, KemenPAN-RB, BKN untuk menerbitkan 
SKB mengenai rujukan pemberian gaji untuk guru. 

4. Membuka formasi ASN/PPPK untuk Satuan Pendidikan Sekolah (SPS) 
yang meliputi PAUD, TK, KB, maupun RA dalam seleksi penerimaan 
PPPK. 

5. memberikan formasi bagi guru penyandang disabilitas sebanyak 2% 
sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas. 






